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ABSTRAK 

Kota Semarang memiliki timbulan sampah tertinggi di Jawa Tengah. Setiap tahun jumlah 

timbulan sampah di Kota Semarang meningkat. Permasalahannya jumlah TPS menurun, sarana 

pemilahan sampah kurang memadai, kurang mengoptimalkan prinsip 3R, volume sampah yang 

terangkut dari TPS ke TPA tidak maksimal dan keterbatasan daya tampung TPA Jatibarang. 

Tujuan penelitian mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang 

ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn dan menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. 

Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan efektivitas 

belum tercapai karena pengurangan sampah mencapai 27,67% sedangkan targetnya 28%. 

Efisiensi belum tercapai karena pemeliharaan TPST menggunakan anggaran dari hasil 

operasional mengakibatkan TPST yang aktif berkurang, teknologi belum diterapkan pada TPS 

dan teknologi pada TPA mengalami kegagalan. Kecukupan belum tercapai karena jumlah TPS 

yang ideal 396 tetapi yang tersedia 254, fasilitas pada TPS tidak dilengkapi peralatan dan TPA 

kekurangan alat berat. Pemerataan belum tercapai karena persebaran TPS dan informasi 

pengelolaan sampah belum merata. Responsivitas sudah tercapai karena tumpukan sampah 

mendapatkan pengangkutan dari UPTD dan tim pasgat, bau tidak sedap pada TPS mendapatkan 

penyemprotan eco enzim. Ketepatan belum tercapai karena sasaran kebijakan belum bisa 

terealisasikan. Faktor pendukungnya sumber daya manusia dari kuantitas dan kualitasnya 

sudah baik dan keterbukaan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi.  

Faktor pengambatnya sumber daya finansial yang terbatas. Rekomendasi DLH Kota Semarang 

melakukan pengecekan rutin sarana prasarana, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, 

memberikan pendampingan kepada KSM dan mengubah sampah menjadi bahan bangunan. 

 

Kata Kunci : Kota Semarang, Timbulan Sampah, Pengelolaan Sampah 
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PENDAHULUAN  

Permasalahan di bidang lingkungan 

hidup tidak akan lepas dari permasalahan 

sampah. Permasalahan sampah masuk dalam 

salah satu tujuan dari SDGs ke-12 yaitu 

konsumsi dan produksi yang bertanggung 

jawab. Sampah merupakan sesuatu yang 

sudah tidak lagi digunakan, tidak diminati dan 

harus dibuang, dimana sampah yang 

dihasilkan berasal dari kegiatan manusia 

(Azwar dalam Hardiyanti, 2020). Indonesia 

menjadi salah satu negara yang menghadapi 

permasalahan sampah. Sampah yang 

dihasilkan Indonesia sebagian besar 

bersumber dari sampah rumah tangga 

(SIPSN,2023). Timbulan sampah secara 

nasional pada tahun 2022 mengalami 

peningkatan menjadi 38.633.706.53 ton/tahun 

dari tahun sebelumnya yang berjumlah 

28.591.323.10 ton/tahun. Pada tahun 2023 

jumlah timbulan sampah mengalami sedikit 

penurunan menjadi 38.315.969.64 ton/tahun 

(SIPSN,2023).  

  Rata-Rata Timbulan Sampah  

di Pulau Jawa Tahun 2021-2023 

Sumber : Telah diolah kembali dari 

SIPSN(2023) 

Provinsi Jawa Tengah menempati 

posisi pertama dengan rata-rata timbulan 

sampah tertinggi diantara provinsi lain yang 

berada di Pulau Jawa. Rata-rata timbulan 

sampah tahun 2021-2023 di Provinsi Jawa 

Tengah mencapai sebesar 5.432.703.05 ton. 

Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah 

dengan timbulan sampah paling banyak 

berada di Kota Semarang. Setiap tahun 

timbulan sampah yang berada di Kota 

Semarang mengalami peningkatan.  

Timbulan sampah di Kota Semarang      

Tahun 2021-2023 

Tahun Timbulan 

sampah per 

hari (Ton) 

Timbulan 

sampah per 

tahun (Ton) 

2021 1.180.14 430.749.75 

2022 1.181.06 431.085.22 

2023 1.182.29 431.534.65 

Sumber : Satu Data Kota Semarang, 2023 

Timbulan sampah di Kota Semarang 

selama tiga tahun terakhir dari tahun 2021 

hingga 2023 terus mengalami peningkatan. 

Timbulan sampah di Kota Semarang harus 

dikelola secara tepat dengan berpedoman 

kepada kebijakan tentang pengelolaan sampah 

yang berlaku di Kota Semarang. Pemerintah 

Kota Semarang telah menetapkan Peraturan 

Daerah Kota Semarang No 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah.  Tujuan dari 

pengelolaan sampah untuk menciptakan 

lingkungan yang lebih berkualitas, kesehatan 

dari masyarakat yang semakin membaik dan 

mengubah sampah menjadi sumber daya yang 

lebih bermanfaat. 
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Pengelolaan sampah adalah suatu 

kegiatan yang meliputi pengurangan 

sampah dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah merupakan suatu 

kegiatan untuk membatasi timbulan 

sampah, melakukan kegiatan daur ulang 

dan memanfaatkan kembali sampah. 

Sedangkan penanganan sampah merupakan 

rangkaian kegiatan mulai dari pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan 

dan pemrosesan akhir sampah. 

Dinas Lingkungan Hidup 

merupakan unsur pelaksana dari 

Pemerintah Daerah yang menjalankan 

pengelolaan sampah.  Kewajiban dari 

pemerintah daerah dalam pengelolaan 

sampah meliputi pemeliharaan TPS, TPST 

dan TPA beserta pengembangannya sesuai 

dengan kebutuhan; Penyediaan sarana dan 

melakukan pengangkutan sampah dari TPS, 

TPST ke TPA; Penyediaan sarana dan 

melakukan pengolahan sampah di TPS, 

TPST dan TPA; Penyediaan sarana 

pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA. 

Pengelolaan sampah yang 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang masih menemukan beberapa 

permasalahan. Jumlah tempat 

penampungan sementara (TPS) yang ada di 

Kota Semarang mengalami penurunan. 

Pada tahun 2022 Kota Semarang memiliki 

255 TPS, tetapi tahun 2023 menjadi 232 

TPS (Satu data Kota Semarang, 2023). TPS 

yang berada di Kota Semarang belum 

memilki sarana pemilahan sampah yang 

memadai sehingga semua jenis sampah 

tercampur dalam satu wadah. TPS di Kota 

Semarang yang mampu menerapkan 

prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) atau 

dikenal dengan TPS3R hanya berjumlah 7 

yang tersebar di Pedurungan Lor, 

Pedalangan, Muktiharjo, Mangkang Timur, 

Polaman, Sambiroto dan Sampangan 

(Pemerintah Kota Semarang, 2023).  

Pengangkutan sampah yang 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Semarang tidak maksimal. Pada tahun 2023 

volume sampah yang terangkut dari TPS 

yang ada di Kota Semarang ke TPA 

Jatibarang sebesar 91% (Satu Data Kota 

Semarang, 2023). Sisa sampah yang tidak 

terangkut ke TPA dapat menimbulkan 

sebuah permasalahan seperti bau yang tidak 

sedap, lingkungan yang menjadi kumuh, 

dan kerusakan lingkungan. Seluruh sampah 

di Kota Semarang akan berakhir pada TPA 

yang Bernama TPA Jatibarang. Daya 

tampung TPA Jatibarang memiliki 

keterbatasan karena kondisinya sudah 

mengalami overload. Daya tampung dari 

TPA Jatibarang sebanyak 900 ton dalam 

sehari. Tahun 2022 terdapat wacana 

perluasan lahan TPA Jatibarang supaya 

dapat menambah daya tampung sampah, 

tetapi hingga tahun 2023 TPA Jatibarang 

tidak mengalami perluasan lahan (Tirto.id). 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang diterapkan pada 

penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif untuk menggambarkan 

secara jelas dalam bentuk kata-kata mengenai 

pengelolaan sampah di Kota Semarang.  

Lokus penelitian ini berada pada Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. 

Sedangkan fokus penelitian ini mengenai 

evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di 

Kota Semarang. Subjek yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki keterlibatan dan 

pemahaman mengenai pengelolaan sampahdi 

Kota Semarang. Penentuan informan 

menggunakan teknik snowball sampling, 

dimana informan yang digunakan diawal 

penelitian berjumlah sedikit lalu bertambah 

banyak (Sugiyono,2007:85). Sumber data 

yang digunakan penelitian ini berupa data 

primer yang diperoleh dar wawancara 

bersama Sekretaris DLH Kota Semarang, Sub 

Sarana Prasarana, Sub Penata Layanan 

Operasional, Kepala TPA, Kepala TPS3R, 

Masyarakat. Sedangkan, data sekunder 

berasal dari jurnal dalam rentang lima tahun 

terakhir, website resmi pemerintah dan data 

yang diberikan dinas. Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara dengan informan, 

observasi pada TPS, TPS3R, TPST, TPA dan 

dokumentasi dari jurnal, website, renstra, 

RPJMD. Dalam menganalisis dan 

menginterpretasi data melalui tiga tahapan 

yaitu mereduksi data, menyajikan data dan 

menarik kesimpulan. Menguji keabsahan 

suatu data menggunakan triangulasi sumber  

karena tidak cukup memperoleh data dari satu 

sumber saja dan tringulasi teknik untuk 

mengkolaborasikan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi supaya 

mendapatkan hasil yang valid. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini pada dasarnya ingin melakukan 

evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan sampah yang telah diterapkan di 

Kota Semarang. Segala data dan informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian terkait 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah 

diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

sampah di Kota Semarang ditinjau dari 

kriteria evaluasi kebijakan menurut 

Wiliam N Dunn 

1. Efektivitas 

Kebijakan yang ditetapkan dalam 

pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk 

mengurangi sampah yang dihasilkan Kota 

Semarang. Pemerintah Kota Semarang 

mempunyai target kinerja dalam pelaksanaan 

pengurangan sampah yang tercantum pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. 

Pada tahun 2024 target pengurangan sampah 

di Kota Semarang mencapai presentase 28%.  
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Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah  

di Kota Semarang Tahun 2024 

Sumber : SIPSN (2024) 

Capaian kinerja pengelolaan sampah 

di Kota Semarang tahun 2024 dalam 

pengurangan sampah mencapai 240.304.60 

ton/tahun. Apabila dipresentasekan 

pengurangan sampah yang telah dilakukan 

Kota Semarang sebesar 27,67%. Hal ini 

menunjukan tujuan dari kebijakan 

pengelolaan sampah untuk mengurangi 

sampah yang ada di Kota Semarang belum 

tercapai karena capaian kinerja tidak sesuai 

dengan target yang diinginkan.  

2. Efisiensi 

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

sampah tidak akan lepas dari suatu anggaran. 

Annggaran dapat digunakan untuk 

pemeliharaan TPS, TPST, TPA supaya 

memperpanjang usia sarana prasarana. Dinas 

lingkungan hidup menyediakan anggaran 

untuk memelihara TPS maupun TPA. 

Anggaran yang disediakan termasuk dalam 

anggaran pemeliharaan tahunan. Anggaran 

akan diberikan setelah UPTD maupun Kepala 

TPA Jatibarang mengajukan permohonan 

pemeliharaan. Berbeda dengan pemeliharaan 

TPST maupun TPS3R, Dinas lingkungan 

hidup menyerahkan semua urusan 

pemeliharaan TPST maupun TPS3R kepada 

kelompok swadaya masyarakat. KSM 

menggunakan anggaran yang berasal dari 

hasil pelaksanaan pengelolaan sampah pada 

TPST maupun TPS3R. Akibatnya jumlah 

TPST maupun TPS3R yang aktif di Kota 

Semarang semakin berkurang karena KSM 

tidak sanggup menanggung biaya 

operasionalnya.  

Selain pemeliharaan, teknologi yang 

diterapkan pada TPS, TPST dan TPA sangat 

dibutuhkan dalam mengelola sampah. TPS 

belum menerapkan teknologi sehingga 

sampah yang masuk ke dalam TPS tidak dapat 

diolah. Berbeda dengan TPST maupun TPS3R 

yang sudah mengenal teknologi seperti 

pemilahan, pengomposan, budidaya magot, 

pencacahan, dan pengepresan. Sampah yang 

masuk ke TPST maupun TS3R dapat diolah 

hingga menghasilkan sampah yang sudah 

tidak bisa diolah kembali (residu). Sedangkan, 

TPA Jatibarang sudah menggunakan 

teknologi sanitary landfill. Teknologi ini 

masih dianggap gagal karena sampah akan 

tetap berada dalam TPA dalam kondisi 

tertumpuk meskipun gas metan yang 

dihasilkan masih bisa dimanfaatkan. 

3. Kecukupan 

Sampah yang meningkat dari tahun ke 

tahun membutuhkan jumlah TPS yang 

memadai. Jumlah TPS yang ideal disesuaikan 
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dengan jumlah timbulan sampah yang 

dihasilkan.  Jumlah TPS yang tersedia di Kota 

Semarang pada tahun 2024 sebanyak 254 TPS 

(Bidang Pengelolaan Sampah,2024). Jumlah 

tersebut belum mencapai ideal. Jumlah TPS 

yang ideal di Kota Semarang sebanyak 396 

TPS. Jumlah TPS yang ideal diperoleh dari 

membagi jumlah timbulan sampah dalam 

sehari dengan kapasitas per TPS dalam sehari. 

Hal ini mengakibatkan banyak sampah yang 

dibuang pada tempat yang bukan menjadi 

tempat penampungan sampah.  

Selain jumlah TPS, pengelolaan 

sampah membutuhkan fasilitas pada TPS, 

TPST dan TPA. Fasilitas yang tersedia pada 

TPS berupa bangunan yang memiliki atap, 

tembok, landasan, pintu dan kontainer 

sampah. Fasilitas yang disediakan pada TPS 

hanya berfungsi untuk menampung sampah.  

      Fasilitas TPS di Kota Semarang 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025) 

 Berbeda dengan TPS3R maupun 

TPST yang memiliki fasilitas yang dapat 

digunakan untuk mengelola sampah. TPS3R 

maupun TPST kantor dan bangunan yang 

dilengkapi dengan mesin untuk mencacah, 

mengayak, dan mengepress. Selain mesin 

yang disediakan, maggot juga disediakan 

untuk membantu mengolah sampah organik. 

Fasilitas TPST maupun TPS3R 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025) 

 Sedangkan fasilitas pada TPA 

Jatibarang berupa gapura, jembatan timbang, 

kantor, bengkel, cuci mobil, gudang, alat 

berat, zona aktif, saluran pipa, kolam IPL. 

Alat berat yang digunakan pada TPA 

Jatibarang berjumlah 2, berfungsi untuk 

membongkar sampah dari armada dan 

memindahkan sampah yang sudah dibongkar 

ke tumpukan yang lebih tinggi. Jumlah alat 

berat pada TPA Jatibarang masih kurang 

sehingga pembongkaran sampah dilakukan 

pada satu titik yang mengakibatkan armada 

pengangkut sampah mengantri lama.  

Fasilitas TPA Jatibarang 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2025) 
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4. Pemerataan 

Pemerataan bertujuan untuk 

memberikan suatu keadilan dalam 

pengelolaan sampah. Pemerataan dapat dilihat 

dari persebaran TPS di seluruh willayah di 

Kota Semarang. Persebaran TPS di Kota 

Semarang belum dilakukan secara merata 

karena masih terdapat kelurahan yang tidak 

mempunyai TPS. Kelurahan yang tidak 

memiliki TPS mengharuskan sampah yang 

dihasilkan kelurahan tersebut dibuang ke TPS 

yang berada di kelurahan lain. 

Ketidakmerataan TPS disebabkan adanya 

penolakan yang muncul dari masyarakat 

mengenai pembangunan TPS di sekitar tempat 

tinggal mereka.  

Selain persebaran TPS, persebaran 

informasi mengenai pengelolaan sampah juga 

harus dilakukan secara merata. Semua 

masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan pengelolaan sampah. 

Dinas lingkungan hidup telah mengadakan 

kegiatan sosialisasi maupun FGD kepada 

berbagai kelompok masyarakat. Sosialisasi 

dan FGD bertujuan untuk mengubah 

paradigma lama masyarakat mengenai 

pengelolaan sampah yang hanya dilakukan 

secara kumpul-angkut-buang. Namun, masih 

banyak masyarakat yang belum mendapatkan 

mendapatkan informasi terkait dengan 

pengelolaan sampah yang tepat.  

 

5. Responsivitas 

Permasalahan mengenai tumpukan 

sampah pada tempat-tempat  yang seharusnya 

tidak menjadi tempat penampungan sampah  

memerlukan tanggapan dari Dinas lingkungan 

hidup Kota Semarang. DLH Kota Semarang 

telah memberikan layanan dalam 

pengangkutan sampah dengan berkoordinasi 

kepada UPTD untuk menyisir di wilayahnya 

masing-masing. Selain itu, DLH Kota 

Semarang membentuk tim yang bernama 

pasukan gerak cepat (Pasgat). Tim Pasgat 

membantu mengecek seluruh wilayah di Kota 

Semarang termasuk wilayah protokol pada 

titik-titik yang biasanya terdapat tumpukan 

sampah. Apabila dibutuhkan, tim Pasgat juga 

bersedia mengangkut sampah pada TPS.  

Selain permasalahan tumpukan 

sampah, Dinas lingkungan hidup Kota 

Semarang senantiasa menghadapi keluhan 

mengenai bau tidak sedap pada tempat 

penampungan sampah. DLH Kota Semarang 

akan menanggapi keluhan dari masyarakat 

paling cepat 1 x 24 jam. DLH Kota Semarang 

menangani permasalahan ini sesuai dengan 

SOP yang berlaku dalam pengelolaan sampah. 

DLH Kota Semarang perlu melakukan 

pengecekan pada TPS yang dikeluhkan oleh 

masyarakat. Setelah itu, dilakukan 

penyemprotan cairan eco enzim untuk 

menghilangkan bau yang menganggu 

kenyamanan masyarakat. 



9 

 

 

6. Ketepatan 

Setiap kebijakan pasti memiliki 

sasaran untuk direalisasikan, termasuk 

kebijakan mengenai pengelolaan sampah. 

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota 

Semarang masih menemukan kendala seperti 

keterbatasan sarana dan prasarana dalam 

pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan 

pengelolaan sampah yang dilakukan selama 

ini tidak mampu mengurangi jumlah sampah 

dan menangani permasalahan sampah yang 

terjadi di Kota semarang. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan 

Sampah di Kota Semarang. 

1. Sumber Daya 

Sumber daya manusia mengacu 

kepada orang orang yang menjalankan 

kebijakan pengelolaan sampah.  Sumber daya 

manusia dari segi kuantitas sudah mempunyai 

jumlah yanng mencukupi untuk mendukung 

keberhasilan pengelolaan sampah. Sumber 

daya manusia dari segi kualitas sudah 

mempunyai pemahaman mengenai cara 

mengelola sampah yang tepat dan 

pemahaman tugas yang harus dikerjakan 

masing-masing dalam melakukan 

pengelolaan sampah. Hal ini menunjukan 

sumber daya manusia mendukung 

pelaksanaan pengelolaan sampah.  

Sumber daya finansial mengacu 

kepada anggaran dalam pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan sampah. Anggaran 

dalam pegelolaan sampah berasal dari 

retribusi sampah. Banyak masyarakat yang 

tidak bersedia untuk membayar retribusi 

sampah tetapi mereka tetap ingin 

mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. 

Anggaran yang dimiliki DLH Kota Semarang 

untuk pengelolaan sampah menjadi terbatas. 

Keterbatasan anggaran mengakibatkan proses 

pengadaan menjadi terhambat sehingga 

pengadaan sarana maupun prasarana yang 

dibutuhkan untuk mengelola sampah 

disediakan secara bertahap menyesuaikan 

anggaran yang dimiliki. Hal ini menunjukan 

sumber daya finansial menghambat 

pelaksanaan pengelolaan sampah. 

2. Keterbukaan 

Keterbukaan dalam akses informasi 

mengartikan seluruh data maupun informasi 

yang berhubungan dengan pengelolaan 

sampah dapat diakses dengan mudah. Data 

dan informasi pengelolaan sampah telah 

disajikan melalui media internet maupun 

media sosial resmi yang dimiliki pemerintah. 

Media internet yang digunakan untuk 

menyajikan data dan informasi mengenai 

pengelolaan sampah yaitu website Sistem 

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

(SIPSN) dan Satu data Kota Semarang, 

website resmi milik pemerintah Kota 

Semarang dan DLH Kota Semarang. Media 
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sosial berupa instagram untuk membagikan 

data maupun informasi tentang pengelolaan 

sampah yang baik dan benar. Hal ini 

menunjukan kemudahan akses informasi 

pengelolaan sampah mendukung pelaksanaan 

pengelolaan sampah. 

KESIMPULAN 

1. Efektivitas 

Kebijakan yang selama ini diterapkan 

dalam pengelolaan sampah dinilai belum 

efektif karena tidak mampu mencapai tujuan 

pengurangan sampah. Pada tahun 2024 

capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota 

Semarang dalam pengurangan sampah 

mencapai 27,67%, sedangkan target yang 

ditetapkan dalam rencana pembangunan 

jangka menangah daerah Kota Semarang 

tahun 2021-2026 mencapai 28%. 

2. Efisiensi 

Kebijakan ini dinilai belum efisien 

karena anggaran pemeliharaan TPST maupun 

TPS3R menggunakan hasil operasioanal dari 

pengelolaan sampah sehingga jumlah TPST 

maupun TPS3R yang aktif di Kota Semarang 

menjadi berkurang. Selain itu, teknologi 

pengelolaan sampah sama sekali belum 

diterapkan pada TPS, meskipun pada TPST 

maupun TPS3R sudah diterapkan teknologi 

berupa pemilahan, pengomposan, maggot, 

pencacahan, dan pengepresan. Sedangkan 

teknologi pada TPA Jatibarang berupa 

sanitary landfill masih mengalami kegagalan. 

3. Kecukupan 

Kebijakan mengenai pengelolaan 

sampah dinilai belum cukup karena jumlah 

TPS yang ada saat ini tidak ideal, dimana 

jumlah TPS yang tersedia di Kota Semarang 

sebanyak 254 TPS sedangkan jumlah TPS 

yang ideal sebanyak 396 TPS. Selain itu, 

fasilitas pada TPS,TPST,TPA juga belum 

mencukupi karena fasilitas TPS tidak 

dilengkapi peralatan untuk mengelola sampah 

seperti di TPST maupun TPS3R, sedangkan 

fasilitas di TPA masih kekurangan alat berat 

untuk mengelola sampah. 

4. Pemerataan 

Kebijakan dalam pengelolaan sampah 

belum dilakukan secara merata karena tempat 

penampungan sampah belum tersebar 

disemua kelurahan. Masih terdapat kelurahan 

yang mengumpulkan sampah ke TPS yang 

berada di kelurahan terdekatnya. Selain itu, 

persebaran informasi melalui sosialisasi 

belum diberikan secara menyeluruh kepada 

masyarakat di Kota Semarang sehingga masih 

banyak masyarakat yang tidak mendapatkan 

informasi pengelolaan sampah. 

5. Responsivitas 

Responsivitas dari pemerintah dalam 

pengelolaan sampah sudah baik karena DLH 

Kota Semarang memastikan semua tumpukan 

sampah di Kota Semarang mendapatkan 

pelayanan pengangkutan sampah dengan 

melakukan koordinasi dengan UPTD di 
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masing-masing  wilayah dan membentuk tim 

pasukan gerak cepat  (Pasgat). Selain itu, DLH 

Kota Semarang merespon keluhan dari 

masyarakat terkait bau yang tidak sedap pada 

tempat penampungan sampah. Dinas 

lingkungan hidup memberikan semprotan eco 

enzym pada tempat penampungan sampah 

dan lokasi disekitarnya supaya tidak 

menganggu kenyamanan masyarakat. 

6. Ketepatan 

Kebijakan terkait dengan pengelolaan 

sampah yang telah ditetapkan belum 

dikatakan tepat sasaran karena masih banyak 

hal-hal yang belum bisa dilaksanakan dengan 

maksimal dalam pengelolaan sampah. 

Sasaran dari kebijakan untuk mengurangi 

jumlah sampah dan menangani sampah yang 

ada di Kota Semarang belum bisa 

terealisasikan. 

SARAN 

1. Dinas lingkungan hidup Kota 

Semarang melakukan pengecekan 

secara rutin ke TPS, TPST, TPA untuk 

melihat kondisi tempat, memperbaiki 

kerusakan dan melengkapi fasilitas 

yang belum dimiliki pada tempat 

tersebut.  

2. Dinas lingkungan hidup Kota 

Semarang meningkatkan sosialisasi 

kepada seluruh masyarakat untuk 

memberikan pemahaman mengenai 

pengelolaaan sampah yang baik dan 

benar.  

3. Dinas lingkungan Hidup Kota 

Semarang memberikan pendampingan 

kepada kelompok swadaya 

masyarakat supaya melakukan 

pengelolaan sampah dengan tepat. 

4. Dinas lingkungan hidup menerapkan 

teknologi yang mampu mengubah 

sampah menjadi bahan bangunan 

seperti paving blok, genteng, batu 

bata. 
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